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® Untuk MenghindariPote
YOGYA, TRIBUN - Pega- kan depan. :
wai negeri sipil (PNS) af Larangan PNS mene-
pun pejabat di lingkungan rima parcel untuk menghi
Pemerintah Kota Yogya- dari kemungkinan muncul-
karta dilarang menerima nya gratifikasi. Komisi Pem- ma
bingkisan atau par-  berantasan Korupsi juga jangan menerima dan mem-
cel. Larangan t akan  telah menyaiﬁpﬁ&dn hal beri,” kata Wali Kota Yog-
diatur melalui surat edaran tersebut melalui surat eda- akarta, Ha'ryadi Suyuti
yang akan dikeluarkan pe- ran. pada wartawan di Balai

Kota Yogyakarta, Jumat (18/ i

Menurut Haryadi, surat ‘
edaran yang mengatur me- |
ngenai larangan PNS mene- |
Tima atau memberi parcel |
akan dikeluarkan pada Se- |
nin (21/7) pekan depan. }

Haryadi 7Lara_ng

M Bersambung ke Hal 14

Sambungan Hal 13

‘Stirat edaran  akar*menj

pada Peraturan Wali Kota
Nomor 82 tahun 2013 ten-

tang Pedoman Pengenda-

lian Gratifikasi di Ling-
kungan Pemkot Yogyakarta,
serta surat edaran dari KPK.

Seperti diketahui, sesuai
ketentuan yang ada, PNS atau
pejabat di lingkungan Pemkot
Yogyakarta sebelumnya juga
wajib lapor jika menerima
uang, makanan, parcel atau
bingkisan Lebaran.

Menurut Haryadi, jika
memberi parce! secara vertikal
atau dari atasan ke bawahan
tidak dilarang karena itu terma-
suk hadiah. Namun, tetap
ilarus ada batasan dan tidak

“Seperti saya membe-
rikan ke anak buah dan staf
itu termasuk hadiah. Na-
mun juga tetap tidak boleh
berlebihan,” kata pria yang
akrab disapa HS tersebut.

Haryadi mengimbau jika
ada PNS maupun pejabat
yang menerima parcel dengan
nilai yang tidak wajar disa-

untuk tidak menerima
atau memberikan parcel terse-
but ke panti asuhan. Namun
hal tersebut tetap harus dila-
porkan terlebih dahulu ke
Satuan Kerja Perangkat Da-
erah yang bersangkutan.

“Saya juga berharap agar
pihak luar pemkot (swasta)

L

tidak meémberikan-pareel

atau bingkisan Lebaran,”
tambah Haryadi.

Haryadi menyebutkan ja-
ngan sampai, bingkisan yang
diterima PNS atau pejabat
Pemkot justru menjadi berma-
salah di kemudian hari dan
menjadi temuan. “Budayakan
untuk saling menghormati dan
cukup saling kirim doa saja,”
jelas Haryadi.

Sebelumnya, Inspektur
Inspektorat Daerah Kota Yog-
yakarta Wahyu Widayat me-
nyebutkan setelah Perwal
Nomor 82 Tahun 2013 dike-
luarkan, akan ditindaklanjuti
dengan pembentukan tim
pengendali gratifikasi. Dalam
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‘aturannya’menyebut, PNS

atau-pejabat-yang fenerima
parcel atau bingkisan Lebaran
wajib lapor ke Inspektorat.

Diharapkan dengan ada-
nya tim pengendali gratifikasi
itu bisa mencegah kasus gra-
tifikasi di lingkungan Pemkot
Yogyakarta. Nantinya, sebagai
tindak lanjut dari laporan

secara kumnulatif dila-
porkan ke KPK setiap sebulan
sekali.

“Untuk pelaporan di KPK
paling lambat 30 hari. Itu
cukup panjang dan jauh. Ka-
lau ada yang menerima parcel
atau bingkisan bisa lapor ke
Inspektorat waktunya tujuh
hari,” kata Wahyu.(dnh)
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